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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ )7 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa stabilitas perekonomian global mulai membaik secara
berkelanjutan selama masa pemulihan akibat pandemi
Covid-19, berdampak pada peningkatan perekonomian
domestik di Kabupaten Sidoarjo perlu tetap terjaga dengan
pembangunan struktur ekonomi yang kokoh dan berdaya
saing yang lebih baik;

bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta pemerataan ekonomi, perlu dilakukan koordinasi yang
terintegrasi, sistematis dan sinergis sebagai upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Tim Koordinasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahunn 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotlapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasionhal dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penangarnan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6542);
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Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo — Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger -Semeru, Serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturann Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahuii 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembatigunan Jatigka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencaha Pembanguhian
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahhun 2015 No
8 Seri D), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
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Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023
tefitang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoatjo Nomot
107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturann Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 teéntang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daecrah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Tim Koordinasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

Susunaii Tim sebagaimana dimaksud diktum  kesatu
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktuin kesatu adalah

sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan merumuskan program peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo;

b. melaksanakan monitoring terkait program peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo;

c. mengevaluasi pelaksanaan program  peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo
secara terintegrasi, sistematis dan sinergi;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum

ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah

dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan

rincian sebagai berikut:

a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua I, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima
puluh ribu rupiah).

Membebankan honorarium sebagimana dimaksud diktum
keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.




KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tangggal S B’P"\\ 2023

BUPATI SIDOARJO

MUHDLOR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 1Vl /438.1.1.3/2023
TANGGAL : _§ At 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah I
Pengarah II
Pengarah III

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua Il

Sekretaris

Anggota

Bupati Sidoarjo.
Wakil Bupati Sidoarjo.
Komandan Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort
Kota Sidoarjo.

Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi,
Penelitian, Pengambangan dan Data pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo;

c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;

d. Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

e. Analis Industri pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;

f. Pengelola Data pada Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

PATI SIDOARJO,




